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KEPALA BA DAN PANCAN NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA

SAL]NAN
PERATURAN RADAN PANGAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 23 TAHUN 2023
TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI
DI LINGKUNGAN BADAN PANGAN NASIONAL

DENG AN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang bahwa untuk metaksanakan kt-Lenluari Pasal 6 ayat {2)
dan Pasal 11 Peraturan Ptesideu Nomor 35 Tahun 2023
tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan
Pangan Nasional, perlu mcnctapkan Peraturan Badan
Pangan National tentang Tata Cara Pemberian Tunjangan
Kinerja Pegawai di LinEkungan Badan Pangan National;

: 1. Undang-Undang Numor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur SipiJ Negara |Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tam bahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 1 L Tahun 2017 tentang
Manajemen. Pegawai Negeri SipiL [Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor S3, Tambahan
Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)
sebagaimana telahdiubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor ]7 Tahun 2020 tentang Perubahan ataa
Peraturan Pemerintah Nomor 1 1 Tahun 2017 tentang
Manajrmen Pegawai Negeri SipiL [Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68. Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

3. Peraluran Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang
Pcnilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipi] (Lembaran Negara
Repubtik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tamhahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340):

4. Peraturan PresLden Nomor 66 Tahun 2021 tentang
Badan Pangan Nasional {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 162};

5, Peraturan Presidcn Nomor 35 Tahun 2023 tentang
Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Pangan
Nasional {Lembaran Negara Republik lndoEltsin Tahun
2023 Nomor 66) i

6, Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022
tentang Organisesi dan Tata Keija Badan Pangan
Nasional (Berim Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 372);
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7. Peraturan Merited Pendayagunaan Aparatur Negara dan.

Refortnasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 ten tang

Pengdolaan Kineija Aparatur Sipil Negara (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2022 Nnmor 3721;

3. Peraturan Menteri Fendayagunaan Aparamr Negara dan

Reformat Birokr&si Nomor 7 Tahun 20-22 fcentangSistem

Kerja pada Instanfti Petnerintflh untuk Penyederhanaan
Birokrasi (Bcrita Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomur 161|;

MEMUTUSKAN:
Menetapkati : PERATURAN BADAN PANGAN NASIONAL TENTANG TATA

CARA PEMBERIAN TUNJANGAW KINERJA PEGAWAI
DI LINGKUNGAN BADAN PAN GAN NATIONAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Fetsturan Badan ini yang dimaksud dengan:
1. Tunjang&n Kinerja. adalah penghasilan dalam bentuk

uang selam gaji pokokh tunjangan jabatanh dan
tunjangan lainnya yang diberikan kepada pegawai
sesuai dengan pencapeian kinetja berdasarkan
kerentnan perstursti perundang-undangan.

2, Pcgawai di Litigkungaii Badan Pangan Nasional yang
selanjulnya disebut Pcgawai adalah pegawai negeri sipil
dan pegawai lainnya yang berdasarkan keputusan
pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan

dan bekerja secara pemth pads satuan organisaai di
lingkmigan Badan Pangan Nasional.

3. Pegawai Negen Sipil yang selanjutnya disingkat PNS
adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarac

tertentu. diangkat sebagai pegawai aparatur sipil
negara secara tetap oleh pejabat pembina kepogawaian
untuk menduduki jabatan pemerintahan.

4. Pegawai Lainnya adalah Pegawai yang diangkat pada
jabatan yang telah mendapat persetujnan dari menteri
yang mcnyekiiggarakan urusan pemcrintahan di bidang
pendayagunaau aparalur negara,

5. Kelas Jabatan adalah penentuan dan pengelompokan
tingkat jabatan berdasarkan nilai snatu jabatan.

6r Pelaksana Tugas yang selanjntnya disebut Pll. adalah
Pegawai yang ditunjuk uniuk iuelaksanakan tuga$

jabatan karena pejabat definitil berhalangan tetap.
7, Pelaksana Harian yang selanjutnya disebut Flh. adalah

Pegawai yang ditunjuk untuk melaksanakan tugaa
jabatan karena pejabatdefinitif berhalangan sementara.

S. Alasan yang $ah adalah alaaan yang dapat
dipertanggungjawabkan dan disampaikan secara
tertulis dalam bentuk surat permohonan aerta diaeujjni
oleh atasan langsung.
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9, Daftar Hadir adalah daftar yang menyatakan
kehadir&n Fegÿwai pada jam masuk dan/atau pulang
kcija balk secara elektronik dan/atau nonelektronik.

10. Terlambat Ma=njk yang selanjutnyft disirigkat TM
adalah Pegawai yang mangisi Daftar Hadir sttelah jam
masuk bekcrja yang ditentukan.

11. Fulang Cepat yang selanjutnya disingkal PC adalah
Fegawai yang mengisi Daftar Hadir sebeLurri jam pulang
bekcrja yang ditentukan.

12. Izin Trrlambat. Masuk yang selanjutnya disingkat

adalah kondidi Pegawai yang mengjsi Daftar Hadir
sctclah jam masuk ketj& yang ditentukan bcrdasarkan
alasan yang sah dan disesujui atasan langsmig.

13. Izin Pulang Crpat yang selanjutnya disingkat ]PC adalah
koindisi Piegawai yang mengisi Daftar Hadir sebelunn jam
pulang kerja yang ditentukan berdasarksm alasan yang
$ah dan disetujui atasan longsung.

14- Izin Dinas Pag!adalah kondisi Fegawai yang melakukan
tugas kedinasan di luar kantor pada pagi haii yang
disetujui oleh pimpinan tertinggi pada unit keija
yang bcrsangkutan.

15, Izin Dinas Sore adalah kendisi Pegawai yang melakukan
tugas kedinaaan di luar kantfir pada sore han yang
disetujui oleh pimpinan LerLinggi pada unit kerja yang
bersangkutan.

16. Peijalanaii Dinasadalah perjalanan yang dilakukan oleh
Pftgawai dalam rangka kedinasan baik di dalam negeri
maupun di luar negeri.

17. Penilaian kinerja Fegawai adalah evaluasi kinerja
Fegaÿai teihadap hasil ketja dan pti ilaku kejja Pegawai
yang dilakukan setiap bulan.

IS, Tugas ESelajar adalah ptnugasan yang diberikan oleh
pejabat yang berwenang kepads PNS untuk
lTielanjutban pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi
atau sctara baik di dalam atau di luaj' negeri, bukan atas
biaya sendiri dan meninggalkan tugas sehari-hari
gebagal PHS,

19. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya dislngkat SKP
adalah ekspekfa&i tencana kineija yang akan dicapai
oleh Pegawai setiap tahuit-

20. Badan Pangaii National adalah lembaga pemerintah
yang berada di bawah dan berranggung jawab kepada
Presiden yang mempuayai tugas melaksanakan tujcas
pemerintahan di bidang pangan.

21. Kepala Badan Pangan Nasional yang selanjutnya
discbut Hcpiia Badan adalah ktpala lcmbaga
pemeriniiih yajig metnpuyui lugaa mclaksanakan tugas
pemerintaha]! di bidang ]>angan.

;

FTM

BAB n
PENER1MA TUNJAMGAW KINERJA

Paisal 2
|L| Tunjangan ICLnerja diberikan kepada Pcgawai setiap bulan

berdasarkan ketentuan Peratunan Badan ini.

i
I
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(2) Tunjangan Kincrja wbagaimana dimak&ud pad* ayat (1)

diberikan kepada Pegawai lerliitung sejak Unggal
pelantikan.

Rasal 3
(1) Tunjangan Kincrja sebagaimana dimakjjUd dalam Pasal 2

tidak dibtrikan kepada-

a. Pegawai vans tidak mempunyai jabatan terteatu;
b. Pegawai yang diberbentikan sementara atau

dinoiiaktlfkan sesuai dcngan kctcntuan peraturan

perundang-undang&n;
c. Fegawai yang diberlientikan dari jabatan organiknya

dengan diberikan uang timggu dan belum
dibcrhcjitikan sebagai Pegawai; dan

d. Pegawai yang sedang menjalani cuti dilnar tanggungan

negara atau atau dalam bebas tugas untuk per&iapan
penaiun.

BAB III
PEMBERIAN TUNJANGAN KTNERJA

Pa&al 4

|I) Kelas Jabatan dan jumlah bcsaran Tunjangan Kinerja
tercajitum dalam Lampiran I yang mem pskan bagian tidak
Lerpi&abkan darÿ Peraturan Badan ini.

(2) Perubahan besaran 'L'unjangan Kinerja sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan
setelah mendapatkan pcrsctujuan dati menteri yang
menyelcnggarakan umsaii pemerintahaLi di bidang
pendayagunaan aparatur negara dan reformasi binokrasi.

(3) Fern haya ran Tunjangan Kinerja dilaksanakan paling
lambat pada tanggal 15 setiap bulan,

Pasal 5

(l}Fÿrubahan Kclaa Jabatan bagi pejabat pimpinan tinggih
pejabat administtasi, dan pejabat fungsumal penyesuaian
Tunjangan Kinerja diberikan dengan ketentuan:
a. dalam hal pelamikan dilaksanakan pada tanggal 1

sampai dengan tanggal 15„ Tunjangan Kinerja dil?erikan
pada bulan berjalan; atau

b. dalam hal pelantikan dilaksanakan setelah tanggal lfj,

Tunjangan Kinerja diberikan pada bulan. benkutny*.
(2) Fembahan Kelas Jahaimi bagi pejabat fungsional umuui,

penyesuaian Tunjanean Kineija diberikan dengan
ketentuan:
a. dalam hal keputUS&n penetapan dilaksanakan pada

tanggal 1 aampal dengan tanggal 15, Tunjangan Kinerja

diberikan pada bulan berjalan; atau
b. dalam hal keputusan penetapan dilaksanakan setelah

tanggal 15, Tunjangan Kineija diberikan pad* bulan
berikntnya,
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Pasal 6
Calon PNS diberikan Tunjangan Kinerja sebesar 30% (delapan
puluh persenl dari Kelas Jabatan yang didudukr.

Pasal 7

(1) Pegawai yang mdaksanakan Tugas Belajar diberikan
'idiijangan Kinerja pelak&ana sesuai dengan Kelas Jabatan
Ftlaksana.

{2) Tunjangan Kinerja Pegawai yang melaksanakan tugas
bcJajar scbagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan
terhitung tnulai tanggal Pegawai melaksanakan Tugas
Belajar.

(3) Da tarn hal Piegawai telah selesai melaksanakan Tugas

Belajar, jabatan Fegawai yartg mclaksaiiakAri fcUgas belajar

sebagaijnana dimaksud pada ayat ( 1|disesuaikan kemb&li
dengan jabatan sebelum meiaksanakan Tugas belajar.

(4) Tunjangan Kintrja Pegawai yang tdah selesai
meiaksanakan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada
ayat [3) diberikan terhitung mulai tanggal dibcilakukamiya
Surat Pemyacaan Meiaksanakan Tugas oleh pejabat yang
berwenang di bidang sumber daya nianusia.

Pasa] 8
(1) Pegawai yang ditunjuk menjadi Pli. alau Plh, diberikan

tambahan I'unjangan Kinerja.
(2) Tambahan Tunjangan Kinerja bagi Pegawai sehagaiinanfl

dimakaud pads ayat (1) diberikan kepada Pit. atau Plh
yang menjabat daJara jangka waktu paling singkat 1
|satu| bulan dan paling lama 3 |tiga) bulan,

(3| Tunjangan Kinerja tambahan sebagaimana dhnaksud
pada ayat {1) diberikan dengan ketentuan-
a. Pejabat setingkat yang ditunjuk sebagai PH. dan/atau

Pth. munerima lamlmhan Tunjangan Kinerja sebesar
20% |dua puluh persen) dari Tunjangan Kinerja pada
jabatan yang dirangkapnya;

b. Pejabat/ Pcgawai satu tingkat di bawah pejabat definilir
yang berhalangan tetap dan/atau berhalangan
sementara yang ditunjuk aebagai Pit, dan/atau Plh.
menerima tambahan Tunjangan Kinerja sebesar selisih
antÿr* Tunjangan Kinerja pada jabatan dcfinitifiiya
dengan Tunjangan Kinerja dalam jabatan vang
dirangkapnya.

(4) Ketentuan scbagaimana dimaksud pada ayat j2)
dikecualikan bagi Pit, yang penugaaannyft ditetapkan
dengan Kcputusan Pitgiden,

Pasal 9
Pegawai instansi lain yang mendapat penugasan atau pindah
instansi ke Badftn Pangan NasionaL, Tunjangan Kinerja
Pegtuvai diberikan pada bulan beriknmya terhitung sejak
Pegaÿvai yang bersangkutan melaksanakan tugas di Badan
Pangan Nasional yang dihuktikan dengan surat pemyataan
meiaksanakan tugas dalam jabatun,
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BAB IV
PEKGURANGAN TUNJANGAN K1NERJA

Bahian Kesatu
Umum

Pasal 10
(1) PenguranganTunjangari Kincrja dibcrikan kcpada Fcgfrivai

yang:
a. melakukan pelanggaran jam keija;
b. tidak membuat lapor&n Penilaian Kinerja Pegawai;
c. tidak mencapai penilaian capaian kineria yang

dipersyarAtkan;
d- melaksanakan cuti sakit;

c. cnclaksanakan cuti bcsar; dan
f. dijaLuhi liukuman disipliiL

(21 Pengurangan Tunjangan Kineija sebagaimana ditnaksud
pada ayac |I) dinyatakan dalam % (persen),

(31 PenguranganTunjangan Kinerja bagi Fegawai sebagaimaria

dimaksud pada ayat. (1) dihstung secara kumulatif dalam I
(satu) Bulan dan paling banyak sebesar 100% (seratus
persen).

Pasal 11
(1) Pengurangan Tunjangan Kintija dibcnkan kepada P?gawai

yang melakukan pelanggaran jam kerja sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 ayat Ul huruf a tidak
dibtrlakukan jika Pegaÿ-ai memiliki alasan yang sah
dengan menyampaikan Surat TTMn surat IPC, surat [sin

Dinas Fagi, surat lain Dinas Sore, pemberian cuti,

dan/atau sural lugas ai.au surat perintah untuk
melakukan Perjalanan Dinas.

(2} Surat ITM> aurat IPCf sural l£in Dinas Pagi, surat Izin
Dinas Sore, pemberian cuti, dan /atau surat tugas atau
surat perintah untuk melakukan PeijalAnari Dinas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaatnpaikan
kepada Pegawai yang bertugas mengclola kchadiran pada
uciit keija yang membidangj sumber daya manusia paling
lambat 3 (tiga) hari keija Bulan berikutnya.

13| Dalam hal Fegawai t idflk rnengisi Daftar Hadir karena lupa.
gangguan jaringau, atau kenclala aplikasi pnesensi.
Pegawai mtnyampaikan surat pernyataan kepada Pcgawai
yang bertugas mengelola kehadiran pada unit kerja yang
membidangi sumber daya manusia paling lambat 3 (tigaf
hart kerja Bulan berikutnya.

(4) Bentuk dan format surat pemyataan Pegawai tidak
mengisi Daftar Hadir karena lupaÿganggLianjaringaii, atau
kendala aplikasi pressnsi sebagaimana dimaksud pada
ayat. (3) reitsntum dalam fÿampiran FT yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Sadati ini.

Bagian Kedua
Melakukan Felanggaran Jam KeTja

Pasal 12
(1) Hari dan jam kerja bagi Fegawai ditentukan sebagai

herikuti
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pukul 07.30 - 16.00 wib
pukul 12.00 - 13.00 wib
pukul 07.30 - 16.30 wib

r pukul 11.30 - 13-00 wib

a. hari senin-kamis ;

wakm istirahat
b harijmnat

waktu istirahat
(2} Jumlah jam kerja efektif dalam L (satu) hari kerja sebanyak

7,5 (tpjuh koma lima| jam. kecilali riitentukan tain oleh

pejabat yang berwenang,
(3) Waklu kelerlambatan kedalangan yang dapat di&antikan

paling lama 60 (enam puluh) raenit terhicung sejak pukul
07,30 WIB sampai dengan pukul 08.30 wib,

{4) Penggantian waktu keterlanihatan sebagaimana dimaksud
pads ayat (3) untuk hari senin aampai dengan kamis
tei'hitujig mulai pukul 16,00 wib dan untuk hari juniat

terhitung mulai pukul 16.30 wib, disesuaLkan dengan
waktu keterlambatan Pegawai.

i

Pasat 13
(l) Setiap Pcgjfuwai wajib hadir dan melaksanakati tugas di

tcmpat kcqa dalam satuan keija/unit kerja masing-
ruasing sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 11.

{2ÿ Setiap Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
melakukan pengisian kehadiran secara elektronik.

[3) Pcngisian kehadiran Pegawai dapat dilakukan secara
nundektronik dalam hal:
a. perangkal dan sistem daftar liadir eleklronik

mengalami kemsakan/tidak berfungsi;
fc>. Fegawai belum fcerdaftar dalam sistem daftar hadir

elektronik; atau
o. terjadi keadaan kahar {force rtnyetire) bempa bencana

alam dan/atau kerqsuhan sehinggÿ suatu keglatan
tidak dapat dilakukan sebagaimana mestinya.

PasaL 14
Pegawai yang melakukan pelanggaran Jam Kerja sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 ayat |L| huruf a. diberlakukan bagi
Pegawai yang Lanpa Alasan yang Sab:
a, Lerlambat masuk kerja;
b. pulang kerja sebelum waktunya/ pulang cepat; dan/atau
c. tidak mengiai tehadiran secara elektronik atau

nonelektronlk.

Pasal 15
(1) Pegawai yang terlambat masuk keija sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dan/atau Pegawai yang
tidak mengisi daftar badir riikenakan pengurangan
Tunjangfin Kinerja aebagaimfirta tcrcantum dalam
Lampuan 111 yang merupakan bagiun lidak terpisahkan
dari Peraturan Banian ini.

{2) Pegawai pulang kerja sebelum waktunya atau pulang cepat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 hurnf b dan/atau
Piegawni yang tidak mengisi daftar hadir d]kenakan

pengurangan Tunjangan Kincrja sebagaimana tercantum
dalam Lsunpiran III yang inerupakan bagjan ridak
terpisahkan dari Keraturan Badan ini.

i
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(3| Pegawai yang tcrlambat dan pulang kerja sebeLiun
waktunya dan/alau tidak mengisi daftar hadir
sebagaimana dimaksud dalain Pasal ]3 huruf c dikenakan
pengurangan Tunjangan Kinerja sebagaimana tercantum

dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Bagian Ketiga
Tidak Membual Laporan Pcruiaian

Kinerja Pegawai

Fasal 16
(1| Setiap Pegawai wajib membuat Laporan Ptnilaian Kineija

Pegawai sebagai bukti pclaksanaan kegiaian jabatan yang

merupakan realisasi capaian kinerja Ptgawai setiap
Bulan nya,

(2| Laporan Penilaian Kinerja Fegawai sebagaimana dimaksud
pada ayflt (1) menggtmakan si&ttm aplikasi kineija yang
telah ditetapkan,

|3| Dikccualikan daii kewajiban sebagaimana dimaksud pada
ayat 11} bagi Ptgawai yang:
a. menjalani cuti tahunan;
b. menjalani cuti besar;
c. menjalani cuti melahirkan;
d, menjalani cuti sakit;
e. menjalani cuti kareua alasan peiUifig;
f. melaksanakan tugas beiajar; atau
g. dinyatakan meninggal dunia olth pejabat yang

benvenang,
{4) Persetujuaji Laporan Penilaian Kinerja Feg&wai

sebagaimana dimaksud pada ayat {1} diberikan oleh
auisan langsung dan/atau alasau daii alaaan iangsung
Fegawai.

{5) Persetujuan Laporan Penilaian Kinerja Pegawai
flehagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambai 4
(empat) hari kerja Bulan berikutnya.

PasaL 17
(1| Pegawai yang tidak membuat laporan Petiilaian Kineiia

Pegawai dalain 1 (satuj Bulan, dikenakan pengurangan
Ti.injangan Kinerja sebesar 35% (tiga pululi lima persen|.

|2| Pegawai yang tidak membuat laporan Penilaian Kinerja
Fegawai stbagaimana dimaksud pada ayat {2) dan tidak
niembuac laporan Penilaian Kinerja Fegawai pada Bulan
berikutnya dikenakan pengurangan Tunjangan Kinerja
sebesar 70% jtujub puluh persen).

(3) Pengurangan Tunjangan Kineija bagj Pegawai yang cidak
membuat laporan Penilaian Kinerja Pegawai sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayal [2| tercantum dalam
Lampiran V yang merupakan bagi&n tidak terpisatikan
daii Peraturan Badan ini,

Bagian Keempftt
Tidak Mencapai Penilaian Capaian Kinerja Yang

Dipersyaratkan
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Pasal IS
(1) Pegawai yang tidak mencapai penilaian capaian kinerja

yang dipcrSyaratkirl sebagaimana dimak&ud dalam PasaJ
10 ayat (1) huruf c dikenakan pengurangan Tunjangan

Kineija secara berjenjang sebagai berikut:
a jika capaian kincija Hcgawai bcrprcdikat cukup atau

butuh perbaikan, sebesar 10% (sepuluh persenj;
b. jika capaian kineija Fegawai berpredikat Kurang,

sebesar 15% (lima belas persen); dan
c, jlka capaian kineija Pfegawai berpredikat sarigar

turang, sebesar 20% tdua puluh person).
(2) Pengurangan Tunjangan Kineija bagi Pcgawai yang tidal;

meneapai penilaian capaian kinerja yang dipersyaralkan
seb&gaimana dimaksud pada ayat (!) tercantum dalam
LaxnpLran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Feraturan Badan ini.

Bagian Kelima
Melaksanakan Cuti Sakic

Pasal 19
Fegawaiyangme.laksanakan cuti &akit sebagaimana dimaksud
dalam Pas&l IQ ayat {1) huruf c, dibcrlakukan pengurangan
Tunjangan Kinerja sebagai berikut:
a. Pegawai yang menjalani cuti sakit yang dibuktikan dengan

surat keterangan dckter, diberlakukan pengurangan
Tunjangan Kinerja sebesar 0% (nol persenj urtuk paling
lama 3 (tigaj kari kerja dan sebesar 2% (dua. person] untuk
pelakaunaan cuti sakit hari berikutnya;

b- bagi Pcrgawai yang mtnjalanl cuti sakiL dengan rawat map
yang dibiLkdkan dengan surat keterangan rawat inap dari
puskesmas acau rumah sakit/ lasilitas layanan ke&ehatan,
diberlakukan pengurangan Tunjangan Kineija sebesar 0%
(nol person) untuk polling lama 25 |du& puluh limaj hari
kerja, dan sebesar 2,0% (dua k.nna lima peiBcn) unt.uk
pdaksanaan cuti sakit hari berikutnya;

c. bagi Pegawai wanita yang menjaJani cuti sakit karena
mengalami gugur kandungan namun tidak tnenjalani rawat
inap yang dibuktikan dengan surat kecerangan dokter,
diberlakukan. pongurangan Tunjangan Kinerja sebesar 0%
I nol peraen) Unluk paling Lima 20 (dua puluh| hari kerja,
dan sebesar 2,5% (dua persenj untuk pelaksanaan cuti
sakit hari berikutnya; atau

d- bagi Pegawai yang menjalaiii cuti sakit karena mengalatni
keodftkaan dalam dan oleh karena menjalankart tUgas
kev.'ajibannya, dibcrlakukan pengurangan Tunjangan
Kinerja sebesar 0% (nol persen) untuk paling lama 1 jsatu}
tahun dan sebesar 7% jdua persen) untuk pdaksanaan cuti
sakit hari berikutnya.

e. Penguratigan Tunjangan Kinetja bagi Pegawai yang
melaksanakan cuti sakit sebagaimana dimaksud pada
huruf a, huruf b> huruf c, huruf d, dan huruf e terciiiitum
dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dalam Peraturan Badan ini.
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Bahian Kdima
Tidak Masuk Kcija Tanpa Alasan Vang Sah

Pasal 20
Pegawai yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah
sebagaimana dlmaksud dalam Pasal 13 dikenakan
pengurangan sebesar 4% (empat persen) uncuk tiap 1 (saiu)

hari tidak masuk kerja.

Bagian Kcciiam
Dijatuhi Hukuman Disiplin

FasaJ 21
(1) Ptgawai .yang dijatuhi hukuman disiplin sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf f, dikenakan
pengurangan Tunjangan Kinerja berdasarkan jenis
hukuman disiplin etbagai berikut:
a. hukuman disiplin ringan;
b. hukuman disiplin sedang; dan
c. hukuman disiplin berat.

(2) Fegawai yang dijatuhi hukuman disiplin ringan
sebagaimana dimaksud pada ayat 111 huruf a dikenakan
pengurangan Tunjangan Kinerja dengan ketent.uan
&ebagai berikut:
a, sebesar2Q% (dua puluh pcr«n| selama 1 (satuj bulan;,

jikaFegawai dijatuhi hukuman disiplin btrupa teguran
li&an;

b. wbesar 20% (dua puluh persen] selama 2 fdua) bulan,
jika Pegawai djjatuhi hukuman disiplin berupa tcguran
tertulis: dan

c. sebes&r 20% [dua puluh persen} selamn 3 (tign) bulan,
jika Pegawai dijatuhi. hukuman disiplin bcrupa
pernyataun tidak puas secura ttfitulis-

(3) Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin sedang
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 11 huruf b dikenakan
pengurangan Tunjangan Kinerja dengan ketentuan
sehagai herikut-
a sebesar 40% (empat puluh persenj selama 3 [tiga}

bulanf jika Pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa
penundaan kenaikan gaji berkala sdama 1 (saiu)
tahun;

b. sebesar 40% (empat puluh persen} selama 6 (enamf

bulanr jika Pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa
penundaan kenaikan pangkat selama 1 {satuj tahun;
dan

e, scbcsor 40% (cmpal puluh pcrscn) aclama 9 (sembilanj
bulan, jika Pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa
penurunan pangkat setingkat iebih rendah selama 1
(satu) tahqn.

|4) Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin berat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikenakan
pengurangan Tunjangan kinerja dengan ketentuan
sebagai berikub
a, sebesar 60% (delupan puluh persen) sclama 6 ienam)

bulan, jika Pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa
penurunan pangkat setingkat Iebih rendah sekmia 3
(tigaj tahun'
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b. scbcaar 80% [dclapan puluh pcrstn) selama 9
(senibilan] bulan, jika Pegawai dijatuhi hukuman
disiplin berupa pemindahan daiam rangka penurunam
jabatan setingkat lebih rendafr

e. sebesar 80% (delapan puluh persen) selama 12 (dun

belas| bulanT jika Pegawai dijatuhi hukuman disiplin
bcrupa pcmbcbaÿan daii jabatan; dan

d. sebesar 100% (stratus pcrscn), jika Begawai dijatuh]
hukuman disiplin berupa pembrrhentian dengan
hormat tidak atas permintaan sendiri atau
pemberhentian tidak dengan hnnTiat dan mengajnkan
banding administratif.

(5| Fcngurangnn Tunjangan Kinerja bagi Peg&wai yang

dijatuhi hukuman disiplin ringan, sedang, atau herat
beriaku sejak tanggal ditetapkan keputusan penjatuhan
hukuman disiplin.

(6| Pengjjnangan Tunjangan Kinerja bagi Pegawai yang
dijatuhi hukuman disiplin sebag&imcma dimaksud pada
ayat (2)> ayat (3) dan ayat (4) lercantum dalam Lampiran
VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Badan ini.

BAB V

PEMUTAKH|RAN DATA PEMANGKU JABATAN

Pasal 22
(1J Unit Kcrja Eselon I di lingkungan Badftn Pangan Nasiona!

dapat mclakukan pemutakhiraii data pemangk u jabatan
untuk pemberian Tunjangan Kinerja dengan keteiiiuan
sebagÿii benkut:
a. data pegawai yang menduduki jabaran itniktinai,

melatnpirkan surat keputusan pengangkatan dalam
jabatan atrukturaJ;

b. data pegawai yang menduduki Jabatan Fungsional,
dengan melampirkan surat keputusan pengangkatan
dalam Jabatan Fungsional dan /atau kenaikan jenjang
Jabatan Fungsional dengan memperhatikan Pets
Jahatan yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala
Badan; dan

c. data pegawai yang menduduki jabatan pelaksana,
dengan memperhabkan Beta Jabatan yang sudah
ditetapkan melalui Keputusau Kepala Badam hasil
anaiisis jahar&n dan anaiisis beban kerja yang
dkandatangani oleh pimpinan unit kerja eselon ilr dan
surat penugasan oleh pirnpinan unit kerjaeseion Ik

(2) Perubahan data pemangku Jabatan sebagaimana
dimaksud pada ayat [1J dilakSanakan meialul rekonsiliagi
dengan tahapan:
a. kepala sub bagian fcata usaha menyainpaikan data

Pegawai yang akan dilakukan pcrub&han data
pemangku Jabatan be$trlH persyaraLan kepada pejabat
pirnpinan dnggi pratama;

b. pejabat pirnpinan tinggi pratama mengusulkan
perubahan data pemangku Jabatan kepada Pejabat
Pirnpinan Tinggj Madya:,
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t. pejabat pimpinarl tinggi madya mengusultan
perubahan data peniarjgku jabatan kcjjada wkrstaris
utama;

d, sekretaris utama menugaskan kepala biro organisasi
hukumdansumber

inembahas/inenelfiah usulan pemhahan pemangku
Jabatan dengan kcpala subbugiart tata uaaha unit kerja
estlun 1 yang mengusulkan;

t. sekretaris utama memberikan surat pertimbangan
teknis tentangpersetujuan/ penolakan perubahan data
pemangku jabstan sebagai dasar penerbitan keputusan

pimpinan unit kerja eseltm 1 temang perubahan data
pcmangku jabatan;

f. pimpinan unit kerja eselon I mentLapkan pcrubalmn
data pemangku Jabatan di lingkungan unit kerjanya.

g penetapan perubahan data pemangku jabatan di
masing-masing pejabat pimpinan ringgi madya
disampaikan ke biro organisasi sumberdaya manusia
dan hukum olcli kcpala sub bagian tata usaha;

h. kepala biro organ]sasis sumberdaya manusia, dan
hukum mel&kukan rekapitylasi perubahan data
pemangku jabatan di hngkungan Badan Pangan
Nationa I dan disampaikan kapada kepala him
keuangan, pÿngadaaru dan uitjum; dan

i- kepala biro keuangan, pengadaan, dan umum
memproses pemberian Tunjangan Kineija Pegawai.

|3| RekonSiliaSi perubahan data pemangku .jabatan di
lingkungan Badan Pangan Nasional sebagaimana
dimaksud pada ayafc \Q\ dilaksanakan oleh secretariat
utama c.q. biro organisasi. sumber dava manusia, dan

hukum actiap minggu pertama pada bulan berikutnya.
(4) Tahapan Pembahan data pemangku Jabatan sebagaLmana

dim&ksud pada ayat {2) tertaiuum dalam Lampir&n VIII
yang merupakftn bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Radan ini .

days manusia,

BAB VI
REKAP1TU LASi DAN PELAPORAN

PSss1 2-15
(1} Fekapitulasi penghitun&an Tunjangan Kineija merauat

kehadiran, penegakan disiplin, cuti> dan SKP bulanan,
dilakukan sedap bulan sesuai dengan bentuk format
seba&aimana tercantum dalam Lampiran IX yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan
ini ,

(2) Rekapitulasi pengbitungan Tunjangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh
pejabat yang molaksanakan fungsi sumber daya manusia

pada unit kerja eselon ] Badan Pangan Nasional.
Pasal 24

fl) Pejabat yang melaksanakan fungsi sumber daya manuaia
pada unit keiju esclon 1 menyusun laporan rekapitulasi
pengjiitungan Tunjangan Kinerja Pegawal dengan
melampirkan Berita Aeara Ha&il Rekonsiliasi,

Kincrja
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(2) Laporan rekapitulasi pcnghiturig&n Tunjangan Kineija
Pegavÿai aebagaimarra dimaksud pada ayat ( 11 diaerahkan
kepada biro organisasi, sumberdaya, dan hukum paling
lainbat tariggal S bulan berikutnya,

(3} Laporati rekapitulasi pcngjiitungan Tunjangan Kifÿria
Ptgawai sebagaimana dimaksud pada ayar. (2) dLsampaikan
kcpada pimpinan unit kcrja yang mtitibidafigi keuangpji
sebagai daaar pdaksanaan pcmbcriari Tunjangÿn Klnerja
Pegawai.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25
Kepala Bad&n dibcrikan Tnnjangÿn Kinerja s*?tara dengan
Kciaa Jabatan 17,

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26
Peraturan Badan ini mulai btrlaku pada tangÿal
diundangkan.

i
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Agar Stftiap Orang mengetahuirtya, rnemerintahkan
pcngundangan Peraturan Batian ini dengan pcncmpatannya
dalam Berira Negara Republik Indonesia.

Ditefapkan d[ Jakarta
pada tanygal 2 Oktobcr 2023

KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ud

AR1EF PRASETYO ADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggat 2 Oktober 2023

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASAS1 MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 779.

Salinati sesuai dcngan aslinya,
REPAID BIRO ORGAN!SASli SUMBER DAYA MANUSIA. DAN HUKUM
SEKRETARIAT UTAMA BADAN PANCAN NATIONAL,

3 li

iks+

&
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LAM PIRAN I

PEFATURAN BADAN PANGAN NASIONAL

REPUBUK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PEMBER1AN TUNJANGAN
K1NERJA PEGAW A1 Dl LINGKUNGAN

BADAN PA NO AN NASIONAL

KELAS JABATAN DAN TUNJANGAN KIN EFUA FECAWAl
DI LINGKUNGAN GADAN PANG AN NASIONAL

TUNJANGAN KINERJA
PER KELAS J.ABATAN

NO. KELAS JABATAN

1 2 3
1. 17 Rp.33.240'.000
2. 16 Rp.27.577.500
3. 15 Rp.10.2SQ.000

4. 14 K p. 17.054.000
5; 13 Rp.10.936.000
6. 12 Rp.9-396,000

7. 11 Rp.3.757.600
a. 10 Rp.6.979.200

Rp,5l079,20Q9 9
10. S Rp.4.595.150
1 ]. 7 Rp,3.9 15-950
12. 6 Rp.3.510.400
13. 5 Rp.3.134.250
14 4 Rp.2.985.000

Rp.2.398 000
Rp.2.708.250'

15. 3
ie 2
17. I Rp.2.531.250

KERALA BADAN PAN GAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

Etd

ARIEF PRASETYO ADI

8a) i nan scsuai dcngpji aslirtya,

.. ...... K ERA LA BIRD OHGANISASI, SOMBER DAYA MANUSIA, DAN HUKUM
,-ÿÿÿ:.;vi1' K ETA RiA'T UTAMA BADAN PAtfGAN NASIONAL,

. ¥*
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LAMPTRAN H
PERATURAN BA DAN PANDA N NATIONAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 23 TAHUN 2023
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN TUNJANGAN

KINERJA PEGAWA! Dl LIHGKUNGAN
BA DAN PANGAN N ASTON AL

BENTUK DAN FORMAT SURAT PERNYATAAN TEDAK MENGISI DAFTAR HADIR
KARENA LUPA, GANGGUAN JARINdAN, ATAU KENDALA APLIKASI PRESEN HI

SURAT PERNYATAAN

Tidak MengiEs Diiiltu Hadir
Karcna Mdaksanakan Tugas l£e4m$san dl Luar Kantor, Lupa* Garigguan Jaringiin,

Atau Kendala Aplikasi FTesensi

krpada
Pimpinun Tinggi Pratama (masing-masing)

DL .....;

Yth.

1. Say& yang Liertanda Ltuiÿiii dibawah im:

Nama „

NIP
Jabatan :

Unit KtTja :

Menyalaksn bahwa pada Kari.
mengiai Dakar Hadtr pada Pagi/Sore H han,

karena ....... ,

tTangg&l Saya ridak

2. Demilaan Surat Pernyytasm ini saya buatdengan sebetiamya.

Mengetahui:
PejabEnt PimpLiiELEi Tmggi Ptaiama

Jakarta;. .
Yang Mcmbnat Pcmyataan

1 - -

NIP, NIP.
Catalan ;

*] Coret vajig lidak perlu

KERALA BADAN PANGAN NATIONAL
REPUBLEK INDONESIA,

Ltd

ARIEF PRASETYO ADI

Euiinan acsuai a&linya,
KERALA BI RO0RGAN]SAS]

"

SUMBER DAYA MAN US]A h DAN HUKUM
SRKRE'I'ARIAT UTAMA BADAN PAN GAN NASIONAL,C@Si*Lg

s
rlk

AS
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LA M PI RAN 1(3

PERATURAN BADAN PANG AN NATIONAL

REPUBLtK INDONESIA
NOMOR 23 TAHLTN 2023
TENTANG

TATA CARA PEMBEEIAN TUNJANG AN

KJNEHJA PEGAWAI Dt LJNGKUNGAN
BADAN PANGAN NATIONAL

PERSE NTASE PENGURANGAN TUNJAN GAN KJNERJA BAG! PEGAWAI YANG
TERLAMBAT MASUK DAN/ATAU TIDAK MENGTSI DAKTAR HADER

TlNOKAT
TERLAMBAT
MASUK (TM)

TM ]

PERSENTASE
PEMOTONGAN

WAKTU TERLAMBAT

SS Mc-pit 0,5%

TM 2 £ 31 s.d. s <>0 merm 1 %

TM 3 £ 61 mcnit dan/atau tidak
mcnÿisi daftar Kadii* tn&suk

1,5 %

PERSENTASE PENGURANGANTUNJANGAN KINERJA SAGE PEGAWAI YANG
PULANG SEBELUM WAKTU NYA DAN/ATAU TIDAK MENG1SI DAFTAR HADIK

TTNGKAT PULANG
CEPAT {PC)_

PERSENTASE
PEMOTONGAN

WAKTU PULANG BERKERJA

PC 1 SO Menit 0,5 %

PC 2 £ 3J fi.d. 60 rarnif 1 %

PC 3 menit dan/atau lidak
mengisi daftar hadir pulang

1,5 %

KEPALA BADAN PANG AN NAS10NAL
REPUBUK INDONESIA,

tEd

ARIEF PRASETYO ADI__ Su(ina.n scsuai dingan fis3inyaf
lÿnÿPALA BlROÿRGANfSASl, SUM BE R DAYA MANUS1A, DAN HUKUM

?ETARJAT UTAMA BADAN PANGAN NASiONAL,AP
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LAMP!RAN IV

PERATURAN BADAN BANGAN NASIUNAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2023
TENTANG
TATA CARA PEMBERJAN TUNJANGAN
KTNERJA PEGAWAl D1 LING RUNGAN
BADAN PANGAN NASIONAL

PEKSENTABE PENGURANGAN TUNJANGAN KI.N&HJA
BAG! PEGAWAI YANG TERLAMBAT DAN PULANG CEPAT DAN/ATAU

TIDAK MENCiTRI DAFTAP HADIR

TINGKAT
TERLAMBAT
MASUK DAN

PULANG CEPAT

PEKSENTASE
PENGURANGAN

WAkTU

TM 1 + PC 1 Datang terlambat < 30 menit dan

pulang IcbiJi cepat 30 menit
0,5 % + 0,5 %

Datang terlambat £ 30 menit dan :
puling Lebih cepat > 31 s.d £ 60 :

menit

TM 1 + PC 2 0,5 % + 1 %

TM 1 + PC 3 DaUng terlambat £ 30 menit dan
pulang lebih cepat > 61 menit
dart/atau tidak mengist daftar

hadir pulang

0,5 % + 1,5 %

TM 2 + PC 1 Dating terlambat £ 31 menit s.d
60 nienit dan pulang lebih

cepat 30 menit

1 % + 0>5 %

TM 2 + PC 2 Dating terlambat £ 31 menit s.d
£ 60 menit dan pulang lebih

cepat i3l s.d a 00 menit

1 % + 1 %

Datang terlambat a 31 menit s.d
i 60 menit dan pnlang lebih

cepat > 61 menit dan/atau tidak
mcngjBi daftar hadir pulang

TM 2 + PC 3 1 % + ],5 %

TM 3 4 PC i Datang terlambat £ 61 menit
dan/atau tidak mengiai dattar
hadir masuk dan puling lebih

cepat 30 menit

1,5% + 0,5 %

TM3 + PC2 Datang terlambat >61 menit
dan/atau tidak mtngisi daftar
hadir mnsuk dan puiatig lebih

cepat i 31 s.d £ 60 menit

1,5%+ 1 %
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TJNGKAT
TERLAMBAT
MASUK DAN

PULANG CEPAT

PERSENTASE
PENGURANGAN

WAKTU

TM 3 + PC 3 Dating Lerlambat £ 6 1 men it

dait/aiau Lidak mengisi daftar
hadir mauak dan pulang lebih

cepat s 61 menu dan/atau tidak
mengisi daftar hadir pulang

1,5 % + 1 r5 %

KEPALA BADAIN PAN GAN NASI ON AL
REPUBLI K INDONESIA,

ttd

ARIEF PRASETYO ADI

Salman seauat drngan aslinya,
KEPALA BIRO OfifiANISASt, SUMBER DAVA MANUSIA, DAN HOKUM
BSKRETARIAWTAMA BADAN PANGAN NASIONAL,JTGAN HJ.

A
5

*
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LAMP!RAN V
PERATURAN BADAN PANGAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAltUN 2023

TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN TUNJANGAN
KINERJA PEGAWAt DI LINGKUNGAN
BADAN PANGAN NASIONAL

PERSENTASE PENGUKANGAN TUNJANGA.N KINERJA BAG! PEGAWAI
YANG TtDAK MEMBUAT LAPORAN PENILAIAN KINERJA PEGAWAI

PENGURANCiAN TUNJANGAN
KINERJA PERSENTASE PENGURANCiAN

Pegawai tidak mcmbual laporan
Penilaian Kincrja Pegawai datam 1
jsatu) Bulan

35% (tiga puluh lima persen|

Pegawai yang lidak mcmbuat laporan
Penitaian Kincrja Pegawai dalam 1
(aaru) Bulan dan tidak memh’uat
laporan Penilaian Kineija Pcgawai pada
Bulan berikutnya

70% (tujuh puluh persen)

PERSE NTASE PENGURANGAN TUNJANGAN KINERJA BAG I PEGAWAI
YANG TIDAK MENCAPAt PENILAIAN CAPA1AN KINERJA YANG

DEPERSYAKATKAN

PENGURANGAN TUNJANGAN
KINERJA PERSENTA5E PENGURANGAN

eapaian kinerja Pegawai bcrpredikat
cukup atau butuh perbaikan

c-upaian kincrja Pegawai bcrprcdikat
kurang

10% (sepuluh perscn)

15% {lima belas pcrsen)

capaian kincrja Pegawai bcrprcdikat
sangat kurang 20% [dua puluh pcr3cn|

KEPALA BA DAN PANGAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ltd

ARJEF PRASETY0 ADI
Salinan sesuai dengan asiinya,
KEPALA BIRO ORGANISASI, SUMBER DAYA MAN USIA, DAN HUKUM

BADAN PANGAN NASIONAL,

*

V.
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LAM PIRAN VI
PERATH RAN BADAN PANGAN NASI ONAL
REPUBLfK INDONESIA
NOMOR 23 TAHLJN 2023
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN TUNJANGAN
KINERJA PEGAWAI DL LINGKUNGAN
BADAN PANGAN NATIONAL

PERSBNTASE PENGURANGAN TUNJANGAN KINERJA
BAG! PEGAWAL YANG MELAKKANAKAN CUT]

JENIS CUTI PERSENTASE PENGURANGAN

CUT] TAHUNAN 0%

CUTI MELAHIRKAN 0%

CUTI SAKIT KARENA GUGUR
KANDUNGAN 0%

CUTI SAKIT KARENA GUGUR
KANDUNGAN HARI KE-21

2,5 %

CUTI SAKIT 0%

CUTI SAKIT :ÿ 3 (TIGA) HARI
CUT! SAKTT DENGAN RAWAT I NAP s.d.

25 (DUA PULUH LIMA) I LARI

2%

0%

CUT! SAKIT DENGAN RAWAT I NAP
HAR] KE-26

2,5 %
’

cun SAKIT KARENA KECELAKAAN
DAIAM TUGAS SELAM A 3 (SATU)

TAHUN
0%

CUT] SAKIT KARENA KECELAKAAN
DALAM TUGAS SETELAH 1 <SATUj

TAHUN
CUT] KARENA ALASAN RENTING

CUTI BESAR

2%

4%

4%

KERALA CADAN PANOAN NATIONAL
REPUBLI K INDONESIA,

tLd

ARIEF PRASETYO ADI

linan 3csuai dtrngan aslinya,

£$£A BIRO ORGAN1SASL HUMBER DAYA MANUS1A, DAN HUKUM
ffigSTARlAT UTAMA BADAN PANGAN NASIONAL.&

*
A
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LAMP1RAN VII
PERATURAN BADAN PA NOAN NASIONAL
REPUBLIk INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2023
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN TUNJANGAN
K1NERJA PEGAWA1 DJ LINGKUNGAN
BA DAN PANGAN NASIONAL

PERSENTASE PENGURANGAN TUNJANGAN KINERJA
BAGI PEGAWAT YANG DIJATUH1 HUKUMAN DISIPLIN

PENGURANGAN
TUNJANGAN KINERJA

JENIS HUKUMAN HUKUMAN DISIPLIN
DISPILIN

Ringan ceguran lisan 20% (dua puluh persen)
selama 1 (satu) bulan

icguran Lertulis 20% (dua puluh persen)
selama 2 (dua) bulan_
20% jdua puluh persen)
selama 3 [t iga] bulan

pennyataan tidak puas secara
tertulis

Sedang penunctaan kenaikan gaji
berkala selama I (satu) tahun
penundaan
pangkat selama 1 (satu)
tahun

40% {cmpar puluh persen)"
_3darna 3 (tigaj bulan
40% (empat puTufi pcrscn)
selama 6 (enam) bulan

kenaikan

40% lempat puluh persen)
selama 9 (scmbilanj bulan

pcnurunan pangkat sctingkat
lebih rendah selama 1 (satu)
rahun

Berai 80% (delapan puluh
persen) selama 6 (rnam)
bulan

penurunan pangkat setingkat
lebih rendah selama 3 (liga)
tahun _

pertlindahan dalam rangka
pcnurunan jabatan sctingkat
lebih rendah

80% (delapan puluh
persen) selama 9
(acmbilanj bulan

pembebasan darijabatan BO%
persen) selama 12 {dua
betas) bulan_
100% (seratus persen)

(delapan puluh

pemberhentian
hormat tidak ataa permintaan
sendiri acau pemberhentian
tidak dengan hormat dan
mengajukan
administratif

dengan

banding

KERALA BADAN PANG AN NATIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AR1EF PRASETYO ADI
Satinan sesuai dengan aslinya*

.. .. KERALA B(RO 0R(.>AN]SASI, SUMHER DAYA MANUSIA, DAN HUKUM
jUÿÿETARIAT JJÿAMA BADAN PANGAN NASIONAL,

:

*r
8
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LAMPIRAN VIII
PERATURAN BADAN PAKGAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2023
TENTANG
TATA CARA. PEMBERIAN TUNJAMGAN KINERJA
PEGAWAI D1 UNGKUNGAN BALKAN PANGAN NATIONAL

TAHAPAN FERUBAHAN DATA PEMANGKU JABATAN

PtlAkfinnaTJtiian iHgUtanHa

ftapfcta
flubbiglin

Tata
Usabi

P4j4b&t
PImpinan

PraUtti*

Eapili Bakr«t*ri*
UtaiU* Tinpioiin

Tin*fi
Hidja

K>paia Bin*
Rcuiÿim,

Pengadaan,
d«a Uttitmi

Eirt.
OigaiilsaBi,

Sumfe-tr
Days

Mtuaiut*.
din

Hulnun

Kaaubbag TU [[lenyiurtpaikiiu data piÿwtu yang.akan dilakukan

perutnalian data oemangku jabstan kÿpada Ji-T kratama

JPT Prataina meupusulkan perubahan data pcmanpkLi jabataii

litj|-hSiiFi Pejabar Pimplnan Tinggi Mariya_

1

2

oPcjS'bat Pimpinim Tinggi MaJya mcnÿuaulluxn pirU.lM.tart data ke

SckrcLaris ULania
3 i

SekrttariE Ulu.rny. mertUgaskan JtepaLa Biro QrgHnisasi Somber

Dfiya Manuka -dan Hokum m-rn-claab usulfui perubatian

pgmangku jahltail ber-Sama Kepftla Subbajtiail Tata Usaha
_ aKoortittti

4



Q- 24 -

Scki'tLaj-La UiacKia mcinbcrikan swrot pcrtimbaiigan tckma

renting persetUJLLan/j>ftnoJakan pcrubahan data pemangku
Jabatan aehagai da.\aiv penerblfSh KeputUSdll J FT M&dyft wnlftng

pernbahan data pffprangku jabatan
JPT Mftdya menc:iapkan pcrubatian. dala pcmangku Jabatan di

lingkungan unit krijanya_

5

6

Prnetnpar pcnibahnn ptirtangku jabarai] di maKLnÿ iTiysing
JIT M ;i 1 1 Vni I liimin|JJ-J i ka 11 Li Kcpala Biro Organ isaii, Bu mbct Da a

Manusda, dan Hukuin ufcb Kjfrpaifl 5U bbflglai L l'yla Uaaba
O7

Kcpala Biro Organises:. SilmLer Day3 M&ftllfiia, dan Hukuin
rtielakukan rckapiLulflsi pem utakhi ran tiara j>sniairvj(kiL jabatan dl
lingltungan Radan Pangan Na&Lonal dan dEsampeikan kcpsda

krpsla Biro Kouangan, FVnjÿariaaii, dan Umum

S

Kcpnla f i'-T-n Ke-UOXipin.. PiiLf/adflail, dail Umum rmjm[iro!«;n

pembcrian Tunjaugan Klnerja cz>9

KEPALA BA DAN PANGAN NASIONAI,

REPUBLIK INDONESIA,

trd

ARIEF PRASETYO ADI
SaEinan sesuai dengan aslinva,
A.EPALA BIRO QÿGANISASI. SUMBER DAYA MAN US[A, DAN HEJKUM

ETAR I AÿrUTA MA BADAN PANGAN NASIONAL,--
h r*
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LAMPIRAN IX

PERATURAN BADAN PANGAN NATIONAL
REPUBL1K INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2023
TENTANG
TATA CARA FEMBERIAN TUNJANGAN
KINERJA PEGAWA1 Dl LINGKUNGAN
BADAN PANOAN NASIONAL

BENTLJK DAN FORMAT REkAPITULASI PEN I LAIAN SEP BULANAN

a. Format Rffkapitulasi Pen if aian SKP

REKAPITULASI PENILAIAN SKP BULAN TAHUN
UNIT KERJA ESELON I

DI LINGKUNGAN BADAN PANGAN NASIONAL

Data, ditarik pada

Unit Kerja E&elon I:

rcrLldku

Kit-jo
Ho NamaMfP Unit Kerja HEIKI Kcija Hasil AkliiK

[

S.

A.

5.

b.

7.

s.

9.

lit

]1.

Unit Keija
Jabatan Pimpinan Tingfci Madya

Naina PyB
NlPPyB
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b. Format Rekupimltisj Kchadiran Pcgawai

KEKAPITULASI KEHADIRAN PEGAWAJ
L)1 UNGKUNGAN BADAN PAMGAN NATIONAL

Periode:
Data ditarik pada.

Unit Kerja Eselon 1:

Jumlah PcirwjLo!iBBn Sank&i

Tidak SJSW Tjdak

AbaL:iWFO/WFHName Tidak
Mstsuk
Kerja

Tl, fli
Fata

TOT*ICud
ALasafi
PcmLriEC

flt CuU
Sakitdi Fold

WFtl
/ Besar

WFHTrmpai L-upu.

2.

3,

A.

5.

6.

1.

a.

9.

JO.

n.
dst

Unit Kerja
Jabatan Pimpinan Tinggt Madya

Nama PvB
NIP PvB

KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL
REPUBUK INDONESIA,

ltd

ARIEF PRASETYO ADI

Salbian scsuai den&an asLinya,
fijp.ALA BIRO (3RGANISASI, SUMBER DAVA MANUS!A, DAN HUKUM
$g£PETARIAVOTAMA BADAN PANG AN NASIONAL.a r

"A1

filBs

I




